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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Agus Syafrudin Alias Agus safrudin Bin Maulana, umur 29 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun II,
Rt. 004, Rw. 002, Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana,

Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan,

Reni Binti Anton, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh,
tempat kediaman di JI. Sadewa, RT.001, RW.001, Kelurahan Wangun
Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15
Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Sdn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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Adapun Duduk Perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya
berlangsung di Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 17 Februari 2010
berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Nomor.
123/22/111/2010 Tertanggal 10 Maret 2010;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon

berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah
kediaman orang tua Termohon di Desa Andalas Cermin selama 4 tahun
kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Desa Surabaya Udik sampai

pisah rumah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama :
a. Misbahul Sobirin yang berumur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, hamun pada bulan Desember 2012 rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan

pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
a. Termohon tidak dapat menghargai Pemohon;

b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap pemohon;

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,
Termohon sering mengatakan kata yang menyakitkan hati Pemohon,

sehingga Pemohon menyatakan akan bercerai dari Termohon;
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8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada pada bulan Desember 2018, penyebabnya adalah
Termohon masih saja tidak taat dan tidak patuh terhadap pemohon, ketika
Pemohon menasehati Termohon agar Termohon dapat lebih menghargai
Pemohon sebagai kepala rumah tangga, justru Termohon marah-marah,
terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dengan Termohon,
lalu Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di
Kelurahan Wangun Harja, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, sampai saat ini
kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya,;

9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit
untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan
pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah
berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama

Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cqg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Syafrudin Alias Agus safrudin

Bin Maulana); untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reni

Binti Anton) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

adilnya
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap

sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah
tangganya dengan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon

mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon,
dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon
selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon

penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun
sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan

mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan
kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut

permohonannya;
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud

Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
429/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Sya’ban 1442 Hijriah oleh kami Aprilia Candra, S.Sy sebagai

Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H. dan Intan Miftahurrahmi, Lc. masing-masing
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sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Mustofa, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Aprilia Candra, S.Sy
Hakim Anggota Hakim Anggota

Riana Elfriyani, S.H. Intan Miftahurrahmi, Lc.
Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.
Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan ‘Rp 500.000,00
- Biaya Redaksi: Rp 10.000,00

- PNBP :Rp  20.000,00
- Biaya Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).
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